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PEMERINTAH KABUPATEN PE'!'IR $ffiI-.ATAN
I}INAS PENDIIDIKAN IDAN KEST]IDAYAITN

fl. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21602

SURET PERItrTIItrN PEIuBEruAIT BAITTUflH
Dtriltr tr[OIItrSI KHUSUS rISIK

BIDENG PEIYDIDIKIIT TA. 2O2O

I(EGIAII}I:

PEMBANGIINAN/REHABITITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANASEKOIJIH MENENGAH PERTAJT{A (DAK REGIJLER 2O2A)

Antara

E}trHI{IAH NAMAH IABUPATE}I ESIS|R SEI.ATA}I

dengan

IGPALA SEKOUH SI,ffiI IIBIEAYA]IE

Nomor

Tanggal

: 16/IV/SARPRAS/DAK.PSMP/SWK/DPK-PS I 2o2o

: O2APRIL2O2O

fe hari ini l(amis

Hrini:

L t{arna

L labatan

1 Alarnat

r- tlarna

L labatan

l. A,hnat

tsliGk untrk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupeten Pesisir Selatan
*4i!tnB disebut PIHAK PERTAMA

tanggal Duabulan Aprtlt;a,hun Dua ribu dua puluh,lzuamiyanE hertanda tangan di

: ELIDARIT,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

: JON SUARDITS.Pd

: Kepala UPTSIIPN I Lengayang

: Jl,Ujung Padang Kambang

ffi dan atas nama jabahn tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

m PErfAliA dan PIHAK IGDUA secar.r bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

-rrarrra haFhalsebagai berikut :

!- rilfia undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antan lain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan tayanan dan

kernudahan serta menjamin terselenggaritnya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

Dqlara tanpa diskiminasi;



Nouor SPPB
Tonggal

: 76/[V/SARPMS@ AKPSMPfrNWPK-P9A121
:02Api12020

) Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan format

dan non forma! menyediakan sanna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,

emosional, dan kejiwaan peserta didik;

D Pasal'16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyaraka!

) Pasal zl5 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
peMidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang melvajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk
menunjang proses pernbelajaran yang teratur dan berketanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
perdidikan;

4. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oteh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola
yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

5- Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubtik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasionat Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6- Bahwa untuk peningkatan pmsarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Pdaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabititasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah peftama (DAK Reguler 2OZO);

h$m ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri datam suatu perjanjian pemberian
lilrmuqrl Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
e qffiryant seperti dalam pasaF-pasatdi bawah ini :

f,.q ,_ izt Femfurion Baniuot
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Tarygal

: IWSARPRAS/D AKp SMp/St/K/DpK-pSp020: 02,4yrli12020

r,rarsuPoaffllriu",

Rrinlan ini sebagai bagian dari petaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkannt* mendanai kegiatan pembangunan/rehabilihsi prasarana pendidikan pada jenjang sekolah Menengahkrna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan pftEarana pendidikan sesuai dengan standar nasionalptddf,.,n' Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekeriaan sebagaimana yang tercantum daram *oB &Gilrbar serta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

kritr$an Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untukmtplesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada sMpN I Lengayang yangnn:puti:
. L Rehabilitasi Ruang Guru,

pasal 3

Jangle Waktu petaksanaan

L hngka waktu pelakanaan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2 adatah 120 (seratus dua puluh) harilalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2o2o dlilcbrilE PIHAK KEDUA"

z PDltl( XEDUA akan mulai melakanakan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam pasal 2 palingEnbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung muta! saat diterimanya dana DAK Fisik Bidangkrrldikan Tahun Anggaran 2O2O direkening PIHAK KEDUA.
3' fthtsarnan kegiatan sebagaimana dimakud dalam pasal 2 paling tambat pada tanggal 30 Desemberr@0.

pasal 4
prinsipprinsip pekerjaan

frLi>pirsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendiditon Tahun Anggaran 2020 metiputi :f- &naan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,
L lk+an asas efekifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabitihs,
t" R'*anaan partrsipasi masyarakat daram pengetoraan kegiatan,t qErErisasi kuaritas pekerjaan dengan bamng yang dihasilkan,

,hlU;ry;a; pemberian Bantuaz
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PIHIIK PERTAMA :

a) Menyalurkan dana dengan segefti ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendldikan

nrelalui Satuan, Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waKu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan progmm DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

c) Plemberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Pendldikan.

Q faehksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun petaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

2 PI}UTK KEDUA:

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap petaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
sah.nn pendidikan (Sekolah).

b) i'lenbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) datingkat Satuan pendidikan (Sekolah).

c) r'Haporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
PERTAI.IA.

d) llencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada pIHAK
PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

Erraan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasat3 memperhatikan hal-halsebagaiberikut :

e" llDlAl( IGDUA dalam melaksanakan kegiatan harus metibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
*og'ti bagian integral manajemen berbasis sekotah,

f tlrx IEDUA dalam mengelola DAK Flsik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis

- Hmiuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkai!
c' x reDUA membuat laporan secam berkala mengenai petaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

E PIHAK PERTAMA,

a' D5 IEDT A wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

F bnajuan pekerjaan dan ketengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
c. n IEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta

Hmn kanngan dari hasilpekerjaan,

I" tI IDlrA berkevrrajiban memungut dan sekaligus menyetorlon pajak-pajak yang terkait dengan

&Ean pekerjaan serta menyimpan buKi-bukti setoran dan hktur pajak sesuai dengan pe6hrfttn
phgir.mdangan,

*F5-Pdgia-,B,zttust
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} PlllAI( IGDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekefiaan dengan prHAK pERTAlrlA yang
frangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L PIIIAK KEDUA wajib menyimpan seturuh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
Arggamn 2020,

t PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
FenditJikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

pengawasan dan pemeriksaan

e' hm pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, pIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga
fiasEhtor yang merupakan unsur individu yang ahri dibidangnya,

L PIHAI( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan
Henfuan pelaksanaannya,

Pasal 8

Iumlah Dana Bantuan

L rtK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan prHAK PERTAMA kepada prHAK
@l'A sebesar Rp' 2oo.o0o-000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a) Rehabilitasi ruang guru = Rp. 200.000.000,-

L IrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud datamH2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

lQrtnan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasalg ayat (1) sebagai berikut :

L Tftp I : 25vo (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelota setelah perjanjian ini
&ttrnganikedua belah pihak beserta dokumen tainnya diterima dan disetujui prHAK PERTAMA,

L Ttrp rl:45o/o (Empat puluh tima perseratus) dari keseluruhan dana s-waketola apabila pekerjaan telahrcupai bobot 20olo (Dua putuh perserahrs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
FhrFanr

3' TdEp Itr : 30% (l-rga puluh perserahrs) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah
ryai bobot 650/o (enam puluh tima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress
hrnjuan pekerjaan.

bWbnpemberisn tsanluan
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pembayaran disalurkan/transfer ke rekening prHAK KEDUA dengan rincian sbb :

t*arna Rekening

l5rnor Rekening

tkna Bank

:

: 0401.O210.06688-l

: Bank Nagari Cabang Pembantu Kambang

Pasal lO

Force Majeure

Fore Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

Cdndarkan sehingga suatu kegiabn tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

&n, epidemik, pepera ngan, pemogokan, sa botase, pemberontakan/kerusu ha n.

AF,bila terjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada pIHllK
PEI|IAMA secara tertulis selambat-tambatnya dalam kurun waktu 14 (empat betas) hari sejak
Erpdinya forre majeure dengan dllengkapi buktitertutis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Eerdasad<an pemberitahuan tertufi; dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
il* PIHAK PERTAMA akan melakukan evatuasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
&u rnenolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

Fila permohonan iertulis dari PIHAK KEDUA tentang force nmjeure diterima/disetujui maka akan

frrkan perubaha n perja njian seda nglon perja nj ia n awa I dinyata kan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

lFdrla PIHAK KEDUA dalam metaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qmdon untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK pERTAi,lA,

& ssa dana tidak digunakan unhrk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
nrebrtan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

f,llx IGDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai petaksanaan pekerjaan / kemajuan

Finn kepada PIHAK PERTAUA.

EIIIX IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHTIK PERTAMA dokumentasi kegiatan
h*rta kelengkapan administrasi lainnya pada hhapan pencairan dana.

rerrraerutn ttanturn
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3- L@ran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh pIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAIIIA selambat{ambatnya 14 (empat betas) hari kalender terhitung saat selesinya pelakanaan

pe*erjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajalq

d) &rktt teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L ,Fbila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
brpnhnn yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka pIHAK PERTAMA

serilta sepihak dapat mem utuskan/menghentika n pekerjaa n tersebut.

L kmrhrsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib
ilrengEmbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan
Henhran perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Ofiq Surat Perjaniian inidibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

Bn Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

kErci o.rkup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA"
Kuasa Pengguna AnggaranslrlPN l Lengayang

6 199703 1 005

, rtrrryu Pearbrion Bantuan

NIP. 1 2 001


